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ABSTRACT

JUSMAN, 2016. Implementasi Peraturan Bupati tentang Perhitungan Biaya
Operasional Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar di Kabupaten
Bulukumba, dibimbing oleh H. Lukman Hakim dan Nuryanti Mustari.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi serta
faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan bupati tentang
Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada
Pendidikan Dasar di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan
Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan Jenis penelitian
studi kasus. Model analisis data yang digunakan model interaktif yang
diajukan oleh Miles, dan Huberman dalam Sugiyono. Metode pengumpulan
data penelitian ini teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan
dalam penelitian ini 11 orang meliputi, Kepala Dinas Pendidikan, Kabid
Pendidikan Dasar dan Menengah, Forum Pendidikan, DPRD Komisi D,
Kepala Sekolah, dan Komite atau Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati
tentang perhitungan biaya operasional satuan pendidikan (BOSP) pada
Pendidikan Dasar di Kabupaten Bulukumba belum maksimal, Hal ini dilihat
dari indikatornya alokasi anggaran, supervisi yang dilakukan oleh badan
pengawas satuan pendidikan, monitoring dan evaluasi, belum
diimplementasikan dengan baik, sehingga hubungan dari perilaku
antarorganisasi, Perilaku implementator tingkat bawah, dan perilaku
kelompok sasaran belum terlinat maksimal. Adapun faktor yang mendukung
adalah adanya dukungan dari pelaksana dan adanya program yang
dilaksanakan sedangkan yang menghambat adalah sosialisasi, anggaran
dan sumber daya manusia.

Keywords : Implementasi Peraturan Bupati, Biaya Operasional Satuan
Pendidikan (BOSP), Pendidikan Dasar.

Vil



ABSTRACT

Jusman, 2017. The Implementation of the Decree on Calculation of Unit Cost
of Education in Elementary Education in Bulukumba. Supervised by
Lukman Hakim and Nuryanti Mustari.

The purpose of this study to determine the extent of implementation as well
as factors that affect the implementation of the regents regulations on
Education Unit Cost Calculation (BOSP) in Primary Education in Bulukumba.
This research was descriptive with qualitative approach to the type of case
study research. The model used data analysis interactive model proposed by
Miles and Huberman in Sugiyono. This research data collection method was
interview, observation and documentation. Informants in this study 11 covers,
Head of Department of Education, Head of Primary and Secondary
Education, Education Forum, Council Commission D, Principal, and the
Committee or the Society.

The results showed that the implementation of the regent regulation on the
calculation of operational costs of education units (BOSP) on basic education
is not maximized, It is seen from the indicators of budget allocation,
supervision carried out by the regulatory body education unit, monitoring and
evaluation have not been implemented properly, so that the relationship of
inter-organizational behavior, behavior implementer of lower levels, and the
behavior of the target group has not seen the maximum. The supporting
factor is the support of the executive and the programs carried out while the
hamper is socialization, budget and human resources.

Keywords: Implementation Decree, Education Unit Cost (BOSP), Basic
Education.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan investasi masa depan yang sangat
penting, tidak saja bagi warga negara tetapi juga bagi pemerintah,
karena pendidikan merupakan media transformasi yang strategis yang
akan mengantarkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tidak hanya itu, pendidikan juga merupakan faktor penting yang harus
dipenuhi oleh pemerintah karena pendidikan merupakan hak setiap
warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pemerintah daerah sendiri,
tugas berat menanti pasca diamanatkannya program dalam bantuan
biaya pendidikan seperti dana Biaya Operasional Pendidikan (BOS),
dan pencarian solusi terhadap dana Pendidikan gratis, seperti yang
diketahui bahwa program tersebut yang diluncurkan pemerintah pusat
ke daerah ternyata hanya mampu memenuhi sebagian dari dana
operasional dari sekolah-sekolah negeri pada jenjang Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama. Oleh karena itu, pemerintah daerah
harus mampu mencarikan solusi yang tepat untuk menutupi
kesenjangan anggaran pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan
kualitas mutu pendidikan dengan memunculkan program yang baru.

Di tengah tugas berat ini, berdasarkan peraturan yang
mendasari biaya operasional satuan pendidikan yaitu Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai

1



landasan Standar Nasional pendidikan serta Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Standar Biaya Operasi Nonpersonalia maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulukumba menerbitkan Peraturan Nomor 19 Tahun 2013
tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Biaya Operasional Satuan
Pendidikan pada Pendidikan Dasar (BOSP) yang merupakan
instrumen baru untuk menghitung kekurangan biaya operasional
pendidikan yang tidak terpenuhi serta menghitung biaya operasional
sekolah secara rinci dan juga mengomunikasikan kekurangan
pembiayaan kepada pihak-pihak yang berpotensi memberi dana
seperti, orang tua, dunia usaha/dunia industri, termasuk Pemerintah
Kabupaten itu sendiri.

Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah
merupakan bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk
membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar Kkegiatan
pendidikan dapat berlangsung sesuai Standar Nasional Pendidikan
secara teratur dan berkelanjutan. Menurut Ghozali (2004) dalam biaya
satuan pendidikan dasar dan menengah, biaya operasional satuan
pendidikan adalah seluruh pengeluaran sekolah selain yang
dimanfaatkan untuk keperluan kesejahteraan guru dan staf (pendidik
dan tenaga pendidikan) di sekolah.

Hasil pengamatan yang terjadi dengan pelaksanaan Peratuan

Bupati tentang Biaya Operasional Satuan Pendidikan, belum berjalan



sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini dapat dilihat bahwa masih
terdapat pihak sekolah yang belum memahami prosedur biaya
operasional satuan pendidikan, terjadinya mutasi terhadap pemangku
kebijakan yang terkait, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak
pemerintah kepada sekolah tentang peraturan tersebut, sehingga pada
kenyataannya dilihat hanya ada 2 sekolah yang melaksanakan
peraturan tersebut yakni sekolah dasar Terang-Terang dan Sekolah
Dasar 3 Kasimpureng tepatnya di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten
Bulukumba, meskipun kedua sekolah ini melaksanakan aturan tersebut
namun masih belum memahami secara mendalam alur penyusunan
biaya operasional satuan pendidikan, karena kurangnya
pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh stakeholder yang
terkait seperti dari Dinas Pendidikan.

Multi  stakeholder  Forum (MSF) menemukan bahwa
implementasi Peraturan Bupati tentang Biaya Operasional Satuan
Pendidikan (BOSP) tidak berjalan dengan maksimal karena masih
banyaknya pihak stakeholder yang terkait belum memahami tentang
peraturan tersebut, tidak adanya rekomendasi dan koordinasi dari pihak
Dinas Pendidikan itu sendiri untuk memaksa pihak sekolah
melaksanakan (BOSP) itu karena dalam peraturan tersebut tidak ada
penguatan adanya sanksi yang mengikat. Oleh karena itu, syarat
mutlak dari implementasi (BOSP) adalah semua stakeholder yang

punya kaitan harus memahami secara mendalam tentang arah dari



(BOSP) itu, kemudian perangkat yang dibutuhkan dalam implementasi
biaya operasional satuan pendidikan (BOSP) pada setiap satuan
pendidikan di sekolah harus dipahami bagaimana penggunaannya.

Di sisi lain yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pendidikan
Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba,
Baharuddin mengatakan, “bahwa BOSP saat ini belum bisa diterapkan
karena banyak kepala sekolah yang dimutasi, yang dimutasi ini yang
mengerti soal BOSP”,(Jumat, 25/10). Sebelumnya pada Juli 2011,
sosialisasi tentang metode penghitungan BOSP telah dilakukan di
Bulukumba dan dihadiri sebanyak 1.050 orang peserta, mulai dari guru,
kepala sekolah hingga pengawas. Namun, beberapa saat setelah
pelaksanaan tersebut terjadi mutasi besar-besaran sehingga
sosialisasi BOSP di tingkat sekolah belum berjalan optimal.
(Kompasiana.Com)

Tantangan permasalahan dalam implementasi peraturan biaya
operasional satuan pendidikan tidak terlaksana dengan baik menurut
USAID antara lain adalah kapasitas para pegawai yang menangani
program BOSP masih kurang sehingga proses perhitungan,
penyusunan rekomendasi teknis, dan pengintegrasian ke dalam
perencanaan dan penganggaran menjadi terhambat, keterbatasan
anggaran yang tersedia dan prioritas pemenuhan kebutuhan sektor lain
menyebabkan program BOSP tidak dapat segera dilaksanakan,

pergantian pejabat pemerintah daerah yang menyebabkan perubahan



komitmen dari pejabat baru, kapasitas personil sebagai organisasi mitra
pelaksana masih kurang, kadangkala pelaksanaan program ini
membutuhkan perubahan perencanaan daerah yang tidak mudah
dilakukan.

Jika dilihat dari jumlah total sekolah secara keseluruhan di
Kabupaten Bulukumba berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan dalam
angka Tahun 2012 jumlah total sekolah sebanyak (601 sekolah), jumlah
(Sekolah Dasar 417), Sekolah Menengah Pertama (137 Sekolah),
sedangkan Sekolah Menengah Atas sebanyak (47 Sekolah). Hal ini
menunjukkan bahwa hasil temuan yang diungkapkan oleh LPKIPI
(Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia)
setelah mendapatkan data dari Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan
Kabupaten, SKPD, dan Dinas Pendapatan dan Keuangan Kabupaten
Bulukumba menemukan bahwa SD dan SMP di Kabupaten Bulukumba
Kekurangan dana Lebih dari Rp 7,6 Miliyar setiap tahun. Setelah tujuh
bulan melakukan proses advokasi, DPRD Kabupaten Bulukumba
menyetujui kenaikan anggaran sebesar 12,5% untuk membantu Biaya
Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Alokasi
anggaran ini naik dari Rp 20 Milyar di APBD tahun 2012 menjadi Rp 23
Milyar di APBD 2013 yang juga mencakup anggaran pelatihan dan
sosialisasi BOSP untuk semua sekolah di Kabupaten Bulukumba

sebesar Rp 50 Juta. sumber: (Kinerja.or.id, 2011).



Mengacu kepada hasil analisis Penghitungan Biaya Operasional
Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Dasar berbasis SPM,
Kabupaten Bulukumba melalui APBD-P TA 2012, Bappeda dan Dinas
Pendidikan telah melakukan penambahan biaya operasi untuk SD dan
SMP sebesar Rp 773 Juta, sehingga terjadi peningkatan anggaran dari
APBD murni Rp 20 milyar menjadi Rp 21 Milyar.

Dinas Pendidikan juga telah mengalokasikan anggaran Rp 23
Milyar (tertuang dalam DPA-SKPD Pendidikan 2013) untuk pendidikan
gratis SD dan SMP di Kabupaten Bulukumba. Jumlah ini meningkat dari
sebelumnya sebesar Rp 21 Milyar Alokasi anggaran ditujukan untuk
pemenuhan biaya operasional pendidikan dasar yang belum dapat
dicukupi oleh dana BOS Pusat. Dinas Pendidikan melalui
pendampingan USAID telah melakukan penghitungan BOSP berbasis
standar pelayanan minimal (SPM). Hasil penghitungan menunjukkan
gap yang harus dipenuhi daerah sebesar Rp 11 Milyar dan ini akan
dipenuhi secara bertahap sampai tahun 2016. (Sumber Jurnal Kinerja
Bulukumba USAID Edisi Hari Jadi Bulukumba ke 53’ 4 Februari 2013)

Dana atau anggaran yang digunakan dalam biaya operasional
satuan pendidikan tersebut berasal dari beberapa sumber untuk
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama anggaran yang
digunakan, yakni Dana BOS, Dana Pendidikan Gratis, dan anggaran
rutin dari APBD. Sebagaimana diketahui bahwa implementasi

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah



dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan, dengan kata lain penerapan
perencanaan ke dalam praktik. Namun dalam hal ini, tidak semua
program yang di implementasikan dapat berlangsung dengan mulus
dan efektif. Gejala inilah menurut Dunsire (dalam Wahab, 1997)
dinamakan sebagai implementation gap. Suatu istilah yang
dimaksudkan untuk menjelaskan suatu keadaan di mana dalam proses
kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan
antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan
dengan apa yang senyatanya di capai (sebagai hasil atau prestasi dari
pelaksanaan kebijakan).

Menanggapi fenomena yang telah digambarkan sebelumnya,
maka hal yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini karena
Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah yang dijadikan
contoh keberhasilan program dalam pelaksanaan penyusunan Biaya
Operasional Satuan Pendidikan dibandingkan dengan daerah-daerah
lain. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri ini yang menjadi tantangan,
sekaligus tugas berat Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam
mengimplementasikan program tersebut sesuai dengan Peraturan yang
telah dibuat. sehingga penulis terdorong untuk mengetahui bagaimana
implementasi peraturan biaya operasional satuan pendidikan pada

Pendidikan Dasar di Kabupaten Bulukumba.



B. Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang yang ada, maka yang
menjadi fokus masalah pada pertanyaan penelitian;

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati tentang Biaya
Operasional Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar di
Kabupaten Bulukumba?

2. Faktor- faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan
Bupati tentang Biaya Operasional Satuan Pendidikan Pada
Pendidikan Dasar di Kabupaten Bulukumba®

C. Tujuan Penelitian
Tujuan adalah penting dalam menentukan arah suatu tindakan.
Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan sejauh mana Implementasi Peraturan Bupati
tentang Biaya Operasional Satuan Pendidikan Pada Pendidikan
Dasar di Kabupaten Bulukumba?

2. Menjelaskan Faktor yang mempengaruhi Peraturan Bupati
tentang Biaya Operasional Satuan Pendidikan pada Pendidikan

Dasar di Kabupaten Bulukumba?



D. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu kajian ilmiah, penelitian dapat diharapkan

memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder)

yaitu, bagi ;

1.

Pemerintan atau Pemerintah Daerah (Pemda) atau Satuan
Pendidikan; Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
sebagai rekomendasi atau referensi model atas alokasi dalam
perhitungan biaya operasional satuan pendidikan

Masyarakat; masyarakat yang dimaksud di sini adalah wali
kelas pendidik, komite sekolah, dan pemerhati pendidikan.
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi
mengenai biaya operasional satuan pendidikan sehingga dapat
menyikapi dengan bijak terhadap permasalahan pendanaan dan
partisipasi pembiayaan pendidikan.

Akademisi ; penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan
referensi untuk melakukan pembahasan dan penelitian lebih
lanjut, dan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif
bagi pengembangan studi kebijakan publik dalam disiplin iimu

Administrasi Publik.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian

Hasil studi penelitian Mustari (2013) menguji model implementasi
kebijakan Edward Ill dalam implementasi kebijakan peningkatan
kompetensi pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagai
prediktor atas kebutuhan pengembangan mutu pendidikan di
Kabupaten Jeneponto. dengan hasil penelitian bahwa faktor
pendukung dan penghambat implementasi kebijakan peningkatan
kompetensi di Kabupaten Jeneponto adalah dengan memperhatikan
faktor-faktor informasi, komunikasi, sumber daya, desain dan
penyimpanan data.

Kurang efektifnya komunikasi antara Dinas Pendidikan
Kabupaten Jeneponto dengan guru-guru sebagai objek kebijakan,
kurang jelasnya informasi tentang efektifitas implementasi kebijakan,
terbatasnya anggaran, desain kebijjakan yang belum ada dan
penyimpanan data yang belum rapi dan sistematis merupakan faktor
penghambat. Sedangkan faktor pendukung implementasi kebijakan
peningkatan kompetensi pendidik adalah kemampuan sumber daya
aparatur yang memadai dilihat dari kompetensinya dan distribusi
pegawai menurut golongan kepangkatan, dan distribusi pegawai
menurut unit kerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Jeneponto. (Mustari, 2013)

10
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Hasil studi yang dilakukan Setyorini (2010) dengan penelitiannya
tentang implementasi program BOS 2009 di Sekolah Negeri pada
Komisariat SMPN 1 Bojonegoro Kabupaten Bogor telah menganalisis
beberapa faktor yang terkait dengan implementasi program bantuan
pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain; (1) terkait
dengan struktur tim BOS sekolah yaitu tidak sesuai anatra struktur
birokrasi dengan persoalan Standar Operating Procesdure (SOP),
kejelasan dalam komunikasi tidak terpenuhi dan sosilalisasi maupun
suprevisi jarang mendapat perhatian seolah terkesan masalah ini tidak
terlalu penting, (2) tidak menjalankan panduan dengan tidak adanya
penerbitan SK oleh kepala sekolah dan kurang mencermati adanya
perintah dan pengabaian dalam semua pihak, (3) ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan sosialisasi disebabkan faktor sumber daya dalam
bentuk fasilitas dan staf yang berkompeten dalam menyampaikan
sosilalisasi terkait dengan keuangan Negara, dan masalah struktur
birokrasi di antara institusi di lapangan yang kurang berkoordinasi untuk
menyelenggarakan sosialisasi secara terpadu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh USAID (2014) menemukan
bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
program BOSP. Forum Multi Stakeholder di Kabupaten Bulukumba
telah menunjukan keterlibatan dan berperan secara signifikan dalam
setiap tahapan program dan pengangkatan kemampuan finansial

sekolah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya khususnya
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pembelajaran untuk secara bertahap mencapai standar pelayanan
public (SPP), SPM dan (SNP). “Program BOSP di Kabupaten
Bulukumba dapat dijadikan contoh keberhasilan dengan pendekatan
kinerja. Kabupaten ini menghadapi masalah serius dalam kualitas
layanan publik di sekolah-sekolah yang salah satunya disebabkan
karena terbatasnya dana operasional sekolah sehingga sekolah tidak
dapat mencapai standar pelayanan dan standar mutu pendidikan. Dana
yang di terima dari program BOS yang bersumber dari APBN tidak
mencukupi sehingga pemerintah daerah perlu menutupi kekurangan
tersebut”.(USAID : 2014, 15-16)

Dari berbagai hasil studi penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya sebagian besar telah membahas terkait faktor -
faktor dalam implementasi kebijakan namun sangat sedikit yang
membahas terkait dengan implementasi biaya operasional satuan
pendidikan (BOSP), meskipun dari pihak USAID telah melakukan
penelitian dan pendampingan tentang biaya operasional satuan
pendidikan (BOSP) di Kabupaten Bulukumba namun tidak secara
implisit membahas tentang implementasi kebijakan terkait Peraturan
Bupati No. 19 Tahun 2013 tersebut.

. Tinjauan Konsep dan Teori
1. Studi Kebijakan Publik dalam limu Administrasi Publik
Dewasa ini para ilmuwan politik telah semakin meningkatkan

perhatian mereka terhadap studi kebijakan publik, yakni suatu studi
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yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis dan
menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-
tindakan pemerintah. Kecenderungan makin meningkatnya perhatian
para ilimuwan politik terhadap studi kebijaksanaan ini telah dilukiskan
secara tepat oleh Thomas Dye 1978 (dalam Wahab 2005: 11-12)
bahwa studi ini mencakup upaya mengambarkan isi kebijaksanaan
negara, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang
berasal dari lingkungan terhadap isi kebijaksanaan, analisis akibat dari
berbagai pengaturan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap
kebijaksanaan negara, penelitian mendalam mengenai akibat-akibat
dari berbagai kebijaksanaan negara terhadap sistem politik, dan
evaluasi dampak kebijaksanaan negara pada masyarakat, baik berupa
dampak yang tidak diharapkan.

Munculnya studi kebijakan publik dalam ilmu administrasi negara
adalah sebagian besar dikarenakan oleh banyaknya para teknisi
administrasi yang menduduki jabatan politik, dan sebagian lainnya
karena bertambahnya tuntunan masyarakat untuk mendapatkan
kebijakan yang lebih baik, dengan demikian berbagai upaya untuk
meningkatkan isi kebijakan publik dengan cara menyempurnakan publik
policy itu dibuat, adalah merupakan suatu hal yang dapa disentuh
dalam wilayah kajian administrasi negara. Kebijakan publik dapat
menentukan luas cakupan organisasi dan tugas kepemerintahan itu

sendiri. Secara konseptual, kata policy diartikan dan diterjemahkan
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menjadi istilah kebijakan atau kebijaksanaan, karena memang biasanya
dikaitkan dengan keputusan pemerintah dalam suatu pemerintahan.

Keban (2008 : 128) justru berpandangan bahwa perlu dibedakan
makna dari istilah kebijakan dan kebijaksanaan dalam kehidupan
sehari-hari. Istilah kebijakan menunjukkan adanya serangkaian
alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu,
sedangkan konsep kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan
yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya diharap atau
sebaliknya berdasarkan alasan-alasan tertentu. Disini dapat dilihat
bahwa kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam
terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang
alternatif terbaik, sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna
melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan
tertentu.

Berhubungan dengan konteks pencapaian tujuan suatu bangsa
dan pemecahan masalah publik, Anderson (dalam Tachjan 2006i.19)
menerangkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan
yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan
dilaksanakan oleh seorang aktor yang berhubungan dengan suatu
permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. seiring dengan
pendapat tersebut, Nugroho (2003: 52) menjelaskan bahwa kebijakan
publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu

bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan
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untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat
disederhanakan dengan mengetahui sejauh mana kemajuan
pencapaian cita-cita telah ditempunh.

Kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi
pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi
dari keduanya. Secara padat Tachjan (Diktak Kuliah Kebijakan Publik,
2006ii : 31) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik bahwa tujuan
kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik, baik
yang bertalian dengan public goods (barang publik) maupun publik
service (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik
untuk meningkatkan kualitas hidup fisik maupun non fisik.

Berbagai pandangan diatas maka kesimpulan dalam proses
kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dalam menyiapkan,
menentukan, melaksanakan, serta mengendalikan kebijakan efektivitas
suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang
melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Jones
mengemukakan sebelas aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam
kaitannya dengan proses kebijakan yaitu: “percepcion defenition,
aggregation, organization, representasion, agenda setting, formulation,
legitimation, budgeting, implementasion, evaluation, and
adjusement/termination”.

Tachjan (2006i : 19) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya

siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:
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1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan, serta
3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.
Efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses
kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi, serta evaluasi.
Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan
kualitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus
sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.
2. Studi Implementasi Kebijakan Publik
Aspek paling penting dari keseluruhan proses kebijakan adalah
implementasi kebijakan bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan
kebijakan karena pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah
dirumuskan dan disetujui. Implementasi dalam kamus besar Webster
(dalam Widodo 2008) diartikan sebagai fo provide the means for
carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) fo
give praticical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).
Pengertian ini diperkuat Franklin (dalam Winarmo 2007) tentang definisi
implementasi adalah apa yang terjadi setelan Undang-Undang
ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan
(benefit), atau sesuatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).
Impelmentasi  kebijakan  merupakan langkah lanjutan
berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Defenisi yang umum dipakai

dalam implementasi kebijakan seperti yang dikatakan oleh Wahab,
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1997 (dalam Mustari, 2013) menyatakan bahwa “implementasi adalah
tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, atau
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya
tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan.

Meter dan Horn (dalam Winarmo 2005 : 102) mendifinisikan
implementasi kebijakan publik sebagai berikut : “Tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalm keputusan-keputusan
sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk
mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan
operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka
melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar
dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Nugroho memberi makna implementasi kebijakan sebagai cara
agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan tidak lebih dan tidak
kurang dan untuk mengimplementasi kebijakan ada dua pilihan yang
ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau
melalui formulasi kebijakan derivate, atau turunan dari kebijakan publik
tersebut. Oleh karena itu untuk lebih mengetahui secara umum dapat di

gambarkan sebagai berikut.;



18

Kebijakan Publik

i -
Kebijakan |:> Program

Publik penjelas
b

Proyek
<

Kegiatan

<

Pemanfaatan

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di
sini masalah-masalah yang tidak dijumpai dalam konsep, muncul
dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah Kkonsistensi
implementasi.

Salah satu tahapan penting dalam implementasi kebijakan publik
adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya
merupakan pelaksanaan dari apa yang telah dilakukan oleh legislatif
atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang
berpengarun. Akan tetapi dalam kenyataanya, tahapan implementasi
menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak berarti apa-apa jika
tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain
implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan
secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.
Tachjan (2006i:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi

kebijakan yang mutlak harus ada yaitu :
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a. Unsur pelaksana
b. Adanya program yang dilaksanakan
c. Target group atau kelompok sasaran

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli
diatas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan
atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan
memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari
suatu kebijakan itu sendiri.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami
apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu.
Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat dan
lengkap mengenai suatu objek, situasi, atau proses. Komponen-
komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi, atau proses
tersebut. Bagaimana korelasi antara komponen-komponen itu satu
dengan yang lainnya.

Sebagai pedoman awal, ada baiknya diingat bahwa semakin
kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis
yang dilakukan, semakin diperlukan teori atau model yang relatif
operasional, model yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas
abtar variabel yang menjadi fokus analisis. Dalam uraian berikut ini

tidak akan dibahas semua macam model, tetapi beberapa saja yang
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cukup penting untuk menunjang penelitian ini dapat dilihat sebagai
berikut :
. Model Implementasi Soren C. Winter

Winter (dalam Peters dan Pierre 2003) memperkenalkan model
implementasi integratif (Infegrated Implementation Model). Winter
berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi
oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan
dampak/hasil implementasi kebijakan itu sendiri. Selanjutnya Winter
mengemukakan 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan
proses implementasi yakni :

a. Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah,
komitmen dan koordinasi antar organisasi.

b. Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat bawah.
Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos
kerja dan norma-norma profesional

c. Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya
memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga
mempengaruhi Kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang
ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik
demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran
meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam

mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang
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disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok

sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.
2. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Meter dan Horn (dalam Wahab 2005:78) dalam teorinya ini
beranjak suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses
implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanan yang akan
dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan
yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijaksanaan
dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan
kebijaksanaan dengan prestasi kerja.

Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2008) ada enam variabel
yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan
harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila
standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi
multiinterprestasi dan mudah menimbulkan konflik di antara
para agen implementasi.

b. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan
sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya
non manusia (non human resources).

c. Hubungan Antarorganisasi. Dalam banyak program,

implementasi sebuah kebijakan perlu dukungan dan koordinasi
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dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan
kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program

. Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana
mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola
hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu
akan mempengaruhi implementasi suatu program.

. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup
sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-
kelompok  kepentingan  memberikan  dukungan  bagi
implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni
mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang
ada dilingkungan, dan apakah elit politik mendukung
implementasi kebijakan.

Disposisi impelementor. Disposisi implementor ini mencakup
tiga hal yang penting, yakni : (1). Respons implementor
terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya
untuk  melaksanakan kebijakan, (2). Kognisi, yakni
pemahamannya terhadap kebijakan, dan (3). Intensitas
disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh

implementor.
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3. Model George C. Edward Il (1980)

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses
yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi
dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut
perlu ditampilkan guna megetahui bagaimana faktor-faktor tersebut
terhadap implementasi.

a. Komunikasi (communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari
komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan
berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari
pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan policy
implementers (Widodo, 2011:197 ).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu
disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat
memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran
(farget group) Kkebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat
mempersiapkan hal-hal apa saa yang berhubungan dengan
pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa
berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa
dimensi penting yaitu transformasi informasi (fransmisi), kejelasan
informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi

transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan oleh
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pelaksana kebijakan, tetapi juga pada kelompok sasaran dan pihak
yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi
konsistensi menghendaki agar konsisten sehingga tidak menimbulkan
kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak
terkait.

b. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi
kebijakan. Edward Il (dalam Widodo 2011:197) mengemukakan bahwa
bagaimana pun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan
aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-
ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan secara efektif
maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya
disini berkaitan dengan sumber daya yang dapat digunakan untuk
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini
mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan
kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia (Staff)
Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya
dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan
kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan
keterampilan, dedikasi, profesionalitas, kompetensi dibidangnya,

sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya
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manusia apakah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok
sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia
yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan
terlambat.

Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan
kecukupan modal atau investasi atau suatu program atau kebijakan
untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan
anggaran yang memadai, kebijakan tidak berjalan dengan efektif
dalam mencapai tujuan sasaran.

Fasilitas (facility)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor
yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan
fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan
perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi
suatu program atau kebijakan.

Informasi dan Kewenangan (/nformation and Authority)

Infformasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi
kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait
bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara

wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan






